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BAB II

PRINSIP HABITUAL RESIDENCE YANG MENGACU KEPADA KONVENSI PBB

A.
Prinsip Habitual Residence

Pada tanggal 5 Oktober 1961 telah ditandatangani suatu Convention Concernant la competennce des autorities et al loi applicable en matiere de protection des mineurs, yang didasarkan tempat tinggal de facto (gewonhlichen Aufenthalt, Residence habituelle) dari semua anak belum dewasa dalam wilayah setiap negara.
 


Ditentukan di situ bahwa hukum nasional dari sang anak akan berlaku mengenai pertanyaan instansi-instansi atau orang-orang manakah harus memberikan persetujuan mereka atau harus didengar menurut hukum tersebut apakah akibat jika tidak diberikan persetujuan demikian. Mengenai pelaksanaan pendengaran ini oleh hukum nasional sang anak mungkin disyaratkan bahwa hakim mendengar anak tersebut atau anggota keluarganya yang harus menganggap padanya.


Orang tua mempunyai kekuasaan tertentu atas anak mereka (ouderlijke macht, patria potestas dari hukum Romawi). Berdasarkan pertimbangan kesatuan hukum dalam keluarga, hukum personal dari sang ayah yang dipergunakan untuk menentukan hubungan hukum antara kedua orang tua dan anak mereka. Juga dalam zaman modern dimungkinkan bagi pihak istri dan anak untuk mempunyai hukum personal yang berlainan (kewarganegaraan yang berbeda) hal ini tetap dipertahankan. Demikian misalnya di negara-negara Eropa Kontinental: Jerman, Itali, Perancis, Eenvormige Wet Benelux, negara-negara Asia yang telah mengoper sistem HPI-Jerman: Jepang, Cina, Thailand.


Sepanjang tidak ada perbedaan kewarganegaraan atau domisili dalam keluarga tidak banyak timbul kesulitan mengenai hal ini. Tetapi lain halnya bilamana terdapat perbedaan.


Pusat kehidupan seseorang ini ditentukan oleh ketentuan-ketentuan hukum. Domisili merupakan suatu pengertian hukum.


Sebaliknya tempat kediaman atau tempat beradanya seseorang (habitual or ordinary residence) merupakan fakta-fakta yang sama sekali tidak terpengaruhi oleh hukum. Umpamanya seorang istri dianggap mempunyai domisilinya pada domisili dari sang suami, padahal istri ini boleh mempunyai habitual residence secara tersendiri, yang tidak sama dengan residence dari suaminya.


Pengertian domisili mempunyai hubungan yang erat dengan habitual residence. Hal ini boleh dianggap adalah umum dalam semua sistem hukum di dunia. Boleh dikatakan bahwa pengertian habitual residence ini merupakan dasar daripada domisili yang dipilih (domicile of choice). Juga dalam hal domicile by operation of law (seperti halnya dengan istri yang disebut contoh tadi), maka umumnya domisili ini jatuh bersamaan dengan residence.


Domisili seseorang terletak dalam suatu negara tertentu. Dimana ia bertempat tinggal didalam negara itu dapat merupakan rumah, flat atau satu kamar saja. Juga mungkin ia berdiam dalam gubuk, pondok kemah atau di perahu. Adakalanya pula sukar untuk menentukan suatu tempat berdiam yang tetap. Tetapi bagi HPI hal ini tidak menjadi keberatan. Yang penting bagi HPI ialah untuk menentukan didalam negara manakah seseorang mempunyai domisilinya. Tidak penting misalnya bahwa ia bertempat tinggal di Jakarta, atau di Bandung, atau Medan. Yang penting ialah bahwa ia ini bertempat tinggal di Indonesia pula.

B.
Hukum Nasional Anak


Mahkamah Agung Internasional mengemukakan bahwa memang terdapat titik pertalian mengenai hal-hal yang harus diatur oleh hukum nasional daripada anak bersangkutan berkenaan dengan perwalian. Akan tetapi, disamping itu ada pula hal-hal yang terletak di luar hukum nasional dari sang anak tersebut, dan jatuh dalam lingkungan kuasa daripada hukum setempat. Kata Mahkamah tersebut: “There may be some points of contact between matters governed by the national law of the infant which is applicable to guardianship and matters falling within the ambit of the local law”. Dan dalam hal-hal sedemikian ini tidak benarlah bahwa hukum nasional daripada sang anak harus selalu diutamakan atas berlakunya hukum setempat. “It does not follow that in such cases the national law of the infant must always prevail over the applications of the local law”.


Lebih jauh telah dikemukakan pula oleh Mahkamah tersebut berkenaan dengan persoalan ini. Bahwa adalah maksud daripada tujuan Konferensi-konferensi Hukum Perdata di Den Haag, bahwa akan dicapai penyelesaian tentang persoalan hukum manakah yang akan dipergunakan. Apakah hukum nasional daripada sang anak yang akan diutamakan atau sebaliknya hukum daripada tempat kediamannya (place of residence, dsb). Tetapi tidaklah dimaksudkan untuk mengenyampingkan sama sekali berlakunya hukum setempat dimana sang anak berada dalam keseluruhannya. Hanya soal-soal yang termasuk perwalianlah yang pada pokoknya dikesampingkan dari hukum setempat ini, demi diperlakukannya hukum asing dari sang anak. Akan tetapi, lain-lain ketentuan yang tidak termasuk istilah perwalian, tetapi juga bermaksud untuk memberikan perlindungan terhadap sang anak dalam pemeliharaannya, tidaklah dikeluarkan daripada hukum setempat. Secara tegas dipertimbangkan oleh Mahkamah: “It was intended, in accordance with the general purpose of the Conference on Private International Law, that it should put an end to the divergences of view as to whether preference ought to be given in this connection to the national law of the infant, to that of his place of residence, etc., but it was not intended to lay down, in the domain of guardianship, and particularly of the right to custody, any immunity of an infant or a guardian with respect to the whole body of local law. The local law with regard to guardianship is in principle excluded, but not at all the provisions of the local law”.


Dari pertimbangan-pertimbangan di atas ini kita saksikan adanya persoalan-persoalan timbul berkenaan dengan berlakunya hukum nasional daripada pihak yang bersangkutan atau hukum setempat dimana sang anak berdiam.


Hal ini telah dijelaskan lebih jauh dalam bagian lain daripada pertimbangan Mahkamah Agung Internasional dimana dikemukakan asal-mulanya daripada persoalan yang timbul mengenai hukum yang harus dipergunakan tatkala dibuat Perjanjian dari tahun 1902 itu. Pada hukum manakah yang sebaiknya diperlakukan berkenaan dengan hukum atas perwalian anak-anak dibawah umur: hukum nasionalkah, atau hukum tempat kediamankah, atau hukum nasional daripada anak bersangkutan. Sebagai akibat daripadanya maka hukum asinglah yang akan dipergunakan oleh hakim dari sesuatu negara apabila untuk seorang anak asing yang berada didalam wilayah negara tersebut harus ditentukan perwaliannya. Dalam arrest tersebut dapat kita baca: “The 1902 Convention had to meet a problem of the conflict of private law rules. It presupposes the hesitation which was felt in the hesitation which was felt in the choice of the law applicable to given legal relationship: The national law of an individual, the law of his place of residence, the lex fori, etc. It gave the preference to the national law of the infant and thereby prescribed to the courts of each contracting State that they should apply a foreign law when infant involved was a foreigner. It is perfectly concevable that the courts of a State should in certain cases apply a foreign law”.


Ternyata bahwa telah diadakan pemilihan sikap berkenaan dengan ikatan-ikatan yang dianggap sebaiknya antara orang-orang yang statusnya dipersoalkan. Apakah lebih baik dipergunakan ikatan-ikatan personil, yakni hukum nasionalnya, atau ikatan-ikatan yang bersifat territorial, yakni hukum yang berlaku pada tempat dimana orang yang bersangkutan berada. Kita saksikan bahwa dalam perjanjian Den Haag 1902 untuk soal-soal perwalian daripada anak dibawah umur telah ditekankan kepada faktor hukum nasional dari sang anak. Tetapi, kita saksikan pula bahwa dalam pelaksanaannya seringkali timbul ketegangan. Pemakaian dari prinsip nasionalitet untuk perwalian anak mengalami berbagai kesulitan.

C.
Prinsip Kewarganegaraan dan Prinsip Domisili

· Alasan-alasan Pro Prinsip Kewarganegaraan

a. Paling cocok untuk perasaan hukum seseorang

Salah satu unsur terpenting yang selalu dikemukakan oleh aliran yang mendukung prinsip kewarganegaraan ialah bahwa hanya dengan prinsip inilah dapat terlaksana suatu adaptasi kepada perasaan hukum daripada yang bersangkutan (adaptation au temperment des nationaux). Hukum nasional ini merupakan hukum yang dihasilkan oleh karya para warga daripada suatu negara tertentu. Setiap kewarganegaraan adalah pembawaan daripada sesuatu negara. Hukum yang dibuat di dalam negara tersebut adalah pula karya daripada para warga dari negara itu. Hukum nasional ini telah dibuat untuk para warganegara. Para pembuat hukum tersebut adalah orang-orang yang paling kenal akan kepribadian daripada para warganya ini. Apa yang paling baik bagi mereka dan paling bermanfaat bagi mereka juga dikenal paling baik oleh pembuat undang-undang hukum nasional itu. Oleh karena itu yang paling cocok bagi seseorang adalah hukum yang dikemukakan oleh pembela-pembela pro prinsip–nasionalitet suatu mystisch’ rechtlichen Band yang mengikat individu dengan Heimat-nya.

Seseorang dipandang lebih berakar dalam bangsanya daripada dalam rumahnya. Seperti telah dikatakan Mancini, “Personality is recognized by nationality”. Hukum nasionalnya adalah yang paling dikenal dan sesuai dengan kepribadian orang-orang bersangkutan.

b. Lebih permanent dari Prinsip Domisili

Alasan lain yang sering dikemukakan sebagai manfaat daripada prinsip kewarganegaraan ialah bahwa prinsip ini adalah tetap (permanent, bestendig, duurzaam) daripada prinsip domisili.

Kewarganegaraan seseorang tidak demikian mudah untuk dirubah seperti halnya dengan domisili. Terutama berkenaan dengan soal-soal yang termasuk dibidang status personil, seperti hubungan keluarga, hukum pribadi, dsb, diperlukan stabilitet sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu para penganutnya lebih condong kepada prinsip kewarganegaraan daripada prinsip domisili.

c. Prinsip Kewarganegaraan membawa lebih banyak kepastian

Alasan lain yang dikemukakan pula bagi mereka yang pro prinsip nasionalitet ialah bahwa prinsip ini lebih membawa kepastian daripada prinsip domisili.

Pengertian kewarganegaraan umumnya adalah lebih mudah untuk diketahui daripada domisili seseorang. Peraturan-peraturan tentang kewarganegaraan adalah lebih pasti karena ditentukan oleh suatu negara yang bersangkutan. Cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan umumnya diatur secara khusus menurut ketentuan-ketentuan yang tetap dalam peraturan-peraturan kewarganegaraan daripada negara-negara masing-masing. Terutama dalam perundingan-perundingan yang modern tentang kewarganegaraan orang melihat adanya kecondongan untuk memperhatikan sepenuhnya cara-cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan ini.

· Alasan-alasan Pro Prinsip Domisili

a. Hukum domisili ialah hukum dimana yang bersangkutan sesungguhnya hidup

Pertama-tama dapat disebut disini alasan bahwa dengan pemakaian prinsip domisili ini tercapai bahwa hukum yang dipergunakan adalah hukum di mana orang yang bersangkutan ini sesungguhnya hidup dalam kehidupannya sehari-hari. Status daripada seseorang, kemampuan-kemampuannya dan hak-hak pribadinya dipandang sebagai sesuatu yang erat hubungannya dengan rumah tinggalnya dan dengan keluarganya. Domisili inilah yang dapat dipandang sebagai pusat daripada kehidupan seseorang. Oleh karena itu adalah pada tempatnya bahwa hukum inilah yang dipergunakan untuk menentukan status personalnya.

Hukum daripada negara di mana seseorang hidup sesungguhnya adalah hukum yang lebih berat untuk diperlakukan daripada hukum negara yang sudah ditinggalkan olehnya. Segala sesuatu yang bersangkutan dengan tempat tinggalnya yang baru merupakan faktor-faktor yang lebih penting untuk diperlakukan. Boleh dikatakan bahwa adalah naturlich bahwa setiap orang hidup pula dibawah hukum daripada negara dimana ia hidup sehari-hari.
 

Dengan dipergunakannya hukum daripada tempat domisili kiranya juga akan tercapai kepastian yang lebih banyak bagi orang-orang di sekitar orang asing yang mengadakan hubungan-hubungan hukum dengannya. Mereka ini tak akan dipusingkan dengan berlakunya hukum-hukum asing bagi orang asing bersangkutan secara tidak terduga-duga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemakaian prinsip domisili ini adalah demi kepentingan daripada lalu-lintas dan demi kepentingan tata-tertib (Verkehrsinteresse und Ordnungsinteresse. Kata Kegel dalam hubungan ini, “Fur die Umwelt im Wohnsitztaat ist es angenehmer, wenn der wohnhafte Auslander dem hiesigen Recht untersteht”. Terutama berkenaan dengan hal-hal yang terletak di bidang status personil yang ada sangkut pautnya dengan harta benda, seperti misalnya soal-soal kemampuan untuk bertindak dalam hukum, hukum harta-benda perkawinan, hukum harta-benda anak-anak, hukum warisan, dsb. Di sini kita saksikan bahwa adalah dirasakan sebagai demi kepentingan lingkungan sekitarnya orang bersangkutan bilamana hukum setempatlah yang berlaku.


Apa yang dikemukakan sebagai kepentingan daripada lalulintas ini memang adalah suatu faktor yang ternyata perlu diperhatikan. Dan kita saksikan pula dari perkembangan dalam praktek daripada negara-negara yang menganut prinsip kewarganegaraan, bahwa perlu diadakan berbagai persediaan tertentu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan. Misalnya berkenaan dengan kemampuan untuk bertindak dalam hukum, kita saksikan bahwa berbagai negara yang menganut prinsip kewarganegaraan telah harus mengadakan langkah-langkah tertentu yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan daripada masyarakat umumnya yang melakukan transaksi-transaksi hukum dengan orang-orang yang bersangkutan.

b. Prinsip kewarganegaraan seringkali memerlukan bantuan domisili


Alasan kedua yang seringkali dikemukakan oleh yang pro prinsip domisili ialah bahwa dalam prakteknya prinsip kewarganegaraan ini seringkali tidak dapat dilaksanakan dengan baik tanpa dibantu oleh prinsip domisili.


Terutama di waktu akhir-akhir ini kita saksikan adanya perkembangan tertentu berkenaan dengan hal-hal kewarganegaraan yang mengakibatkan bahwa bertambah banyaknya perbedaan kewarganegaraan dalam satu keluarga. Pihak suami dan istri masing-masing mempunyai kewarganegaraan lain, anak dan ayah pun tidak mempunyai kewarganegaraan yang sama.


Sebagai akibat daripada aliran emansipasi wanita ternyata sudah dipandang sebagai usang pendirian bahwa pihak istri dalam perkawinan selalu harus memperoleh saja dan mengikuti kewarganegaraan daripada sang suami. Ketentuan yang dipandang kolot dan merendahkan derajat pihak wanita seolah-olah yang belakangan ini tidak dapat mengeluarkan suara dalam menentukan nasibnya sendiri dibidang kewarganegaraan, kini semakin lama semakin ditinggalkan oleh negara-negara modern. Sesuai dengan aliran emansipasi wanita yang bertujuan persamaan-perlakuan dan persamaan-hak dengan pihak pria (Gleichberechtigung) kita saksikan bahwa pihak wanita sekarang ini diberikan kesempatan untuk menentukan sendiri kewarganegaraannya dalam perkawinan.


Disamping perbedaan kewarganegaraan antara suami-istri kita saksikan adanya pula perbedaan kewarganegaraan antara anak-anak dan orang tua mereka. Apabila mereka ini telah dilahirkan dalam wilayah negara daripada ibu mereka, maka seringkali mereka dianggap sebagai memperoleh kewarganegaraan daripada ibu mereka itu. Dan jika dalam perkawinan ini sang ibu mempertahankan kewarganegaraan yang berlainan daripada sang ayah, maka kita saksikan bahwa berbedalah kewarganegaraan daripada sang anak dan sang ayah itu. Mungkin pula bahwa juga negara daripada sang ayah ini memberikan kewarganegaraan kepada sang anak itu. Dalam hal demikian kita saksikan, bahwa kewarganegaraan daripada sang anak ini agar berbeda daripada kewarganegaraan sang ayah oleh karena sang anak ini diberikan pula kewarganegaraan daripada sang ibu. Kesulitan yang dihadapi dalam hal ini disebabkan karena negara daripada sang ibu ternyata mempergunakan asas ius soli. Pemakaian asas ius soli ini pun dapat menyebabkan timbulnya perbedaan kewarganegaraan dalam satu keluarga disebabkan kelahiran yang kebetulan dalam suatu negara tertentu yang bukan negara dari sang ayah atau ibu. Misalnya seorang anak dilahirkan dalam wilayah negara Y dan berdasarkan ketentuan-ketentuan kewarganegaraan dari Y ini ia memperoleh kewarganegaraan Y karena ius soli. Akan tetapi ayah sang anak berkewarganegaraan X sedangkan sang ibu tatkala menikah mempertahankan kewarganegaraan asalnya Z. Dengan demikian kita saksikan bahwa dalam satu keluarga ini terdapat aneka kewarganegaraan, nasionalitet dari negara-negara X, Y dan Z.


Kesulitan-kesulitan dalam bidang hukum perdata internasional nampak secara nyata apabila prinsip kewarganegaraan yang dianut dan terdapat perbedaan kewarganegaraan dalam satu keluarga ini.


Contoh-contoh yang seringkali dikemukakan dalam rangka ini ialah yang berkenaan dengan perceraian. Misalnya ada dua orang suami-istri yang masing-masing mempunyai kewarganegaraan sendiri dan menurut sistem HPI yang berlaku di negara-negara mereka dipergunakan prinsip nasionalitet. Hukum nasional negara manakah yang harus dipergunakan dalam hal para pihak hendak bercerai? Dari pihak suamikah atau dari pihak istrikah? Dan bagaimana bilamana menurut salah satu sistem hukum ini tidak dikenal perceraian sebagai cara untuk memutuskan perkawinan? Apakah dalam hal sedemikian ini harus dipergunakan hukum daripada mempelai yang membolehkan perceraian atau dari negara yang tidak membolehkan perceraian?


Contoh konkrit: (a) Seorang wanita Perancis telah menikah dengan pria Italia. Wanita Perancis ini tetap mempertahankan kewarganegaraan. Dalam perundang-undangan perkawinan Italia tidak dikenal perceraian. Bilamana pihak perempuan Perancis ini hendak bercerai juga, jalan manakah yang harus ditempuh? Bilamana gugatan cerai diajukan dihadapan Hakim, berdasarkan hukum manakah harus diselesaikan peristiwa HPI ini? Apakah hukum nasional Perancis atau hukum nasional Italia yang perlu dijadikan dasar keputusannya?


(b) Contoh lain berkenaan dengan keadaan di Indonesia sekarang ini dapat timbul bilamana seorang suami warganegara RRC minta perceraian daripada istrinya WNI. Apakah dapat ia meminta cerai berdasarkan alasan persesuaian faham yang dikenal dalam UU Perkawinan RRC yang modern. Atau berlakulah ketentuan-ketentuan dalam BW yang merupakan hukum nasional dari sang istri?


Bukan saja berkenaan dengan hal-hal perceraian nampak kesulitan-kesulitan pada penggunaan prinsip kewarganegaraan dalam peristiwa-peristiwa dimana para pihak dalam satu keluarga tunduk kepada kewarganegaraan yang berbeda. Juga dalam hal-hal lain yang berkenaan dengan status personil dan hubungan keturunan menurut hukum kita saksikan adanya kesulitan-kesulitan yang serupa. Misalnya apakah menurut hukum terdapat hubungan antara seorang anak dan ayah atau ibunya, bagaimana harus ditentukan ini menurut hukum nasional daripada para pihak jika mereka takluk dibawah hukum yang berbeda? Andaikata dalam hukum nasional dari sang ayah dikenal asas bahwa penyelidikan kearah asal-usul (onderzoek naar het vaderschap, la recherche a la paternite) adalah terlarang, sedangkan menurut hukum nasional daripada sang anak tidak demikian halnya. Hukum nasional manakah yang harus dipergunakan?


Jelaslah kiranya bahwa dalam parakteknya diperlukan bantuan daripada lain-lain titik pertalian bagi prinsip kewarganegaraan ini. Tidaklah dapat diselesaikan peristiwa-peristiwa yang berdasarkan anekawarna kewarganegaraan dalam keluarga ini dengan jalan penggunaan prinsip kewarganegaraan saja. Dan kita saksikan bahwa dalam prakteknya orang condong kepada penggunaan daripada prinsip domisili. Suatu keluarga ini umumnya terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak-anak. Mereka ini lazimnya hidup pada satu tempat tertentu secara bersama-sama, oleh karena itu mereka umumnya mempunyai domisili yang sama. Oleh karena itu prinsip domisili-lah yang dipergunakan untuk menyelesaikan peristiwa-peristiwa semacam ini. Hukum nasional yang ditentukan oleh prinsip kewarganegaraan tidak dapat dipergunakan. Hukum domisili yang ternyata harus menggantikannya atau membantunya dalam praktek.
 

c. Hukum domisili seringkali sama dengan hukum sang hakim


Hukum domisili dalam banyak hal juga adalah bersamaaan dengan hukum daripada sang hakim yang harus menyelesaikan peristiwa HPI bersangkutan. Umumnya ditempat tinggal para pihak atau sekurang-kurangnya dari salah satu pihak, dimana diajukan tuntutan-tuntutan hukum. Dan memang pengajuan perkara dihadapan hakim dari tempat tinggal para pihak atau pihak tergugat inilah yang merupakan pegangan utama yang dipergunakan untuk menentukan kompetensi jurisdiksi sang hakim.


Adalah pula demi kepentingan daripada semua pihak bahwa sedapat mungkin seorang hakim ini boleh mempergunakan hukumnya sendiri. Hal ini disebabkan karena kenyataan yang riil bahwa tentunya setiap hakim lebih mengenal hukum nasionalnya sendiri daripada hukum asing. Dan bilamana ia menurut ketentuan-ketentuan HPI diperbolehkan untuk mempergunakan hukumnya sendiri, bolehlah dikatakan bahwa dengan demikian lebih besarlah jaminan bahwa ia akan mengadili perkara bersangkutan dengan sebaik-baiknya. Bukan karena ia tidak mau mempergunakan hukum asing, akan tetapi karena ia seringkali kurang mengetahui akan hukum asing itu.

d. Kepastian untuk lingkungan sekitar di tempat domisili


Bukan saja bagi sang hakim domisili ini adalah lebih mudah untuk diketahui daripada hukum asing, tetapi juga untuk lingkungan sekitar orang-orang bersangkutan hukum di tempat tinggal ini adalah lebih cepat diketahui dan lebih mudah dipastikan.


Orang-orang yang dalam kehidupan sehari-hari melakukan berbagai transaksi dengan orang-orang asing yang berada di dalam negeri umumnya pun tidak dapat menduga lebih dahulu bahwa mereka ini takluk dibawah hukum yang berlainan daripada apa yang berlaku di dalam negeri bersangkutan. Apalagi jika transaksi-transaksi bersangkutan ini terjadi dibidang hukum harta-benda atau hukum ikatan. Lain halnya dengan bidang hukum kekeluargaan dimana kita menghadapi hubungan-hubungan yang lebih mendalam dan umumnya lebih berisikan perasaan-perasaan hingga dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang lebih serius. Pada perbuatan-perbuatan yang belakangan ini lebih lazim terjadi bahwa yang bersangkutan meyakinkan diri akan hukum yang harus diperlakukan bagi si orang asing itu. Dan dibidang inipun pemakaian daripada hukum nasional dari orang asing itu lebih mudah dapat diterima oleh lingkungan sekitarnya di tempat domisilinya.


Tegasnya, daripada sesuatu ini kiranya sudah terang adanya bahwa pemakaian hukum domisili ditinjau dari segi ini dapat membawa kepastian hukum yang lebih banyak.

e. Contoh untuk negara-negara dengan pluralisme hukum


Alasan lain yang dikemukakan oleh mereka yang pro prinsip domisili ialah bahwa prinsip inilah satu-satunya yang dapat dipergunakan dengan baik dalam negara-negara yang susunan hukumnya tidak mengenal hukum kesatuan. Apabila terdapat anekawarna hukum dalam satu negara maka orang tidak dapat menemukan jalan keluar dengan memakai prinsip nasionalitet semata-mata.


Yang manakah yang merupakan hukum nasional ini? Misalnya dalam negara-negara federatif seperti keadaan di Amerika Serikat atau di Soviet Rusia. Disini kita saksikan bahwa tiap-tiap negara bagian mempunyai hukum perdatanya sendiri. Untuk mengetahui hukum perdata manakah yang berlaku bagi seorang warganegara Amerika Serikat perlu diperhatikan domisilinya. Apakah ia ini berdomisili di California atau di New York, semua ini menentukan hukum perdata negara bagian manakah yang berlaku baginya. Di sini kita saksikan bahwa dengan pemakaian prinsip nasionalitet semata-mata tidaklah dapat kita mengetahui hukum perdata manakah yang berlaku bagi orang bersangkutan. Demikian pula halnya dengan negara-negara federasi lainnya. Kita dapat menunjuk dalam hubungan ini pula kepada keadaan hukum daripada apa yang dikenal sebagai Kerajaan Inggris. Hukum perdata yang berlaku untuk England adalah berlainan daripada yang berlaku untuk Scotlandia. Di Uni Sosialis Soviet Rusia dan lain-lain federasi-federasi kita saksikan pula anekawarna hukum perdata yang ditentukan untuk masing-masing negara bagian.

f. Dimana prinsip kewarganegaraan tidak dapat dilaksanakan


Alasan lain yang dikemukakan sebagai keuntungan dari prinsip domisili ialah bahwa dalam prakteknya kadang-kadang prinsip kewarganegaraan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini terjadi bilamana misalnya kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak berkewarganegaraan (a-ptride) atau dengan orang-orang yang mempunyai kewarganegaraan lebih dari satu (bi-patride, multi-patride). Dalam semua hal ini tidaklah dapat diselesaikan peristiwa-peristiwa HPI dengan menunjuk semata-mata kepada hukum nasional daripada pihak bersangkutan (dimana hukum nasional tidak ada atau lebih dari satu).

g. Demi kepentingan adaptasi dan assimilasi negara-negara imigran


Alasan lain yang seringkali dikemukakan pula oleh mereka yang pro prinsip domisili merupakan suatu alasan yang bersifat politis. Negara-negara imigrasi mempunyai kepentingan bahwa hukum dari tempat domisili yang dipergunakan. Dengan demikian ini dapat tercapai suatu proses adaptasi dan assimilasi secepatnya daripada orang-orang asing masuk kedalam negeri. Bukan saja orang-orang asing ini diassimilir sedapatnya dilingkungan tempat tinggalnya yang baru sepanjang mengenai bahasa, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan tetapi juga dalam pandangan-pandangan hukumnya. Dengan demikian tercegahlah adanya kelompok-kelompok orang-orang asing yang tetap mempertahankan hukum mereka dan dalam taraf lebih luas ikatan-ikatan dengan negara asal mereka. Jika terdapat terlampau banyak orang asing didalam negeri yang masing-masing mempertahankan hukum nasional mereka, bahaya lebih besar bagi negara bahwa mereka ini tidak dapat diassimilir didalam negara dimana mereka berdiam. Berlakunya hukum dari tempat tinggal mereka yang baru ini harus dipandang sebagai suatu faktor psikologis yang besar artinya kearah assimilasi secepat mungkin. Kepentingan bagi negara-negara imigrasi bukan saja berkenaan dengan assimilasi orang-orang asing ini. Dengan berlakunya hukum domisili dapat pula dipermudah sistem pembagian administrasi dan pembagian hukum (rechtsbedeling, administration de la justice) dari negara-negara bersangkutan.
   

D.
Prinsip Domisili Membantu Prinsip Kewarganegaraan

Pengertian domisili dapat dimasukkan dalam sistem HPI yang terutama disandarkan atas prinsip kewarganegaraan.


Prinsip kewarganegaraan dalam prakteknya harus memperoleh bantuan daripada prinsip domisili dalam beberapa hal tertentu, yaitu:

1.
Apabila orang yang bersangkutan tidak mempunyai kewarganegaraan.

2.
Apabila kewarganegaraan orang yang bersangkutan ialah daripada suatu negara yang sistem hukumnya anekawarna.

3.
Apabila para pihak yang berhubungan mempunyai kewarganegaraan yang berbeda, misalnya suami-istri mengenai perceraian, ayah-anak tentang persoalan mencari asal-usul keturunan.

4.
Apabila kaidah-kaidah yang perlu dipergunakan bertalian erat dengan hal-hal acara (procedure) seperti misalnya berkenaan dengan perlindungan daripada orang-orang yang tidak mampu bertindak dalam hukum. Dalam hal ini perlulah dipergunakan hukum daripada hakim yang diminta untuk mengadili. Dengan kata lain, ialah bahwa hukum domisili daripada orang yang tidak mampu bertindak inilah yang dipergunakan dalam praktek.


Sebaliknya daripada apa yang diuraikan di atas, bahwa dalam praktek sistem-sistem yang disandarkan atas prinsip domisili seringkali mengadakan pula konsesi-konsesi tertentu kepada pengertian kewarganegaraan.


Sebagai contoh dapat disebut dalam hubungan ini:

1.
Pengertian domisili HPI Inggris


Dalam sistem HPI di Inggris kita mengenal pengertian daripada apa yang dinamakan domicile of origin disamping domicile of choice.


Apa yang dinamakan domicile of origin ialah domisili seseorang digantungkan kepada domisili ayahnya. Dengan adanya pengertian khusus ini kita saksikan bahwa menurut paham-paham hukum Inggris seorang Inggris yang mempunyai domicile of origin-nya di Inggris ini tidak mudah dapat memperoleh suatu domicile of choice di luar negeri. Dengan jalan demikian kita saksikan dalam prakteknya bahwa sistem HPI Inggris ini hendak memberikan perlindungan sebesar-besarnya terhadap berlakunya sistem-sistem hukum yang berlainan pada asasnya daripada konsepsi-konsepsi hukum Inggris. Misalnya, sistem-sistem perkawinan poligami seperti dikenal dibekas jajahan-jajahan Inggris di India dan Pakistan, ini tidak akan berlaku bagi seorang warganegara Inggris yang mempunyai domicile of origin-nya di Inggris walau de facto bertempat tinggal sejak lama di India atau Pakistan.


Dengan adanya paham demikian ini kita saksikan bahwa sebenarnya paham-paham domisli dan kewarganegaraan sudah saling mendekati. Karena pengertian domisili bagi orang-orang Inggris ini tidak diartikan dalam arti yang sama untuk orang-orang asing sedangkan hubungan domisili dapat tetap melekat atau mudah dihidupkan kembali, jelaslah sudah kiranya bahwa paham kewarganegaraan (sebagai ikatan dengan hukum negara asal) mulai turut tampil kemuka. Bahkan menurut penulis-penulis seperti a. l. Meijers, pengertian domisili Inggris adalah tidak lain daripada paham pseudo-nationaliteit. Dalam sistem yang bersifat domisili telah dikedepankan paham-paham yang berjiwa kewarganegaraan.

2.
Perjanjian Uni Skandinavia


Contoh lain daripada introduksi paham-paham nasionalitet dalam sistem domisili kita saksikan pada perkembangan Perjanjian Regional dari Skandinavia.


Negara-negara Skandinavia, yakni Swedia, Norwegia, Denmark, Islandia dan Finlandia telah mengadakan berbagai traktat-traktat pada tahun 1931 dan 1934.


Yang menarik perhatian dalam Uni Skandinavia ini ialah cara untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang timbul karena di antara negara-negara Skandinavia ini terdapat negara-negara yang menganut sistem HPI yang berbeda. Ada negara-negara yang menganut prinsip domisili, seperti Denmark, Norwegia dan Islandia. Negara-negara lainnya menganut prinsip nasionalitet. Bagaimana mengatasi kesulitan ini? Kita saksikan bahwa telah diterima baik suatu kombinasi pemakaian kedua prinsip ini hingga terdapat cara pemecahan yang dapat diterima oleh semua pihak. Untuk hubungan-hubungan antara negara-negara Skandinavia telah dipergunakan prinsip domisili, sedangkan untuk hubungan dengan lain-lain negara, masing-masing negara Skandinavia mempergunakan sistem HPI-nya sendiri. Dengan demikian kita saksikan bahwa apabila seorang Swedia telah berdomisili untuk lebih dari 2 tahun di Copenhagen, prinsip domisililah yang dipergunakan. Tetapi apabila seorang Swedia mengadakan hubungan dengan warganegara Jerman, diperlakukanlah prinsip nasionalitet untuk menentukan status personilnya.
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